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ABSTRAK 

 

Nama Andreyas. 201910115277. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala 

Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mnegeluarkan Surat 

Pernyataan Fisik Bidang Tanah. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai unsur-unsur pada Tindak Pidana 

Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, kemudian dihubungkan 

dengan kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Pernyataan Fisik 

Bidang Tanah. Latar belakang yang digunakan adalah pemberhentian 

penyelidikan yang dilakukan oleh polres metro Kab. Bekasi atas laporan polisi 

yang atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala 

Desa. Permasalahan yang penulis temukan adalah pernyataan kepolisian yang 

menyatakan bahwa tidak adanya tindak pidana dalam peristiwa penerbitan 3 

sporadik atas 1 objek tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa dan seberapa jauh 

dapat kepala desa dimintakan pertanggungjawaban pidana serta bagaimana bentuk 

perlindungan terhadap masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis 

normatif, yang kemudian juga didukung dengan pendekatan perspektif kualitatif. 

Penelitian deskriptif normatif yang menggunakan sumber data sekunder, berupa 

bahan–bahan kepustakaan. Data–data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif para ahli dan 

prinsip serta teori-teori hukum. 

Pada kesimpulan, bahwa dimungkinkan Kepala Desa dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana atas dasar pasal 263. Karena dalam proses penerbitan 

sporadik, sebelumnya kepala desa harus menerbitkan surat riwayat atas tanah 

yang berdasarkan buku induk desa yang menyatakan bahwa dalam objek tanah 

yang diajukan permohonan belum ada surat atau hak tanah orang lain. Apabila 

kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan riwayat tanah tanpa melakukan 

kroscek terlebih dulu pada buku induk desa, maka dari hal tersebut dapat dilihat 

bahwa kepala desa memiliki niat buruk atas penerbitan sporadik tersebut. 

Kemudian, bentuk perlindungannya adalah dengan cara memaksimalkan peran 

pengawasan pada BPD di desa dalam penerbitan sporadik. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pertanggungjawaban Pidana, 

Kewenangan Kepala Desa. 
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ABSTRACT 

 

Name Andreyas. 201910115277. Criminal Act of Forgery of Letter by Village 

Head in Relation to the Authority of Village Head to Issue Physical Statement of 

Land Field. 

This thesis discusses the elements of the crime of mail forgery as stipulated in 

Article 263 of the Criminal Code, and then relates it to the authority of the Village 

Head in issuing a Physical Statement of Land Field. The background used is the 

dismissal of the investigation conducted by the Bekasi Regency Metro Police on 

the police report on the alleged criminal act of forgery of letters committed by the 

Village Head. The problem that the author finds is the police statement stating 

that there is no criminal offense in the issuance of 3 sporadic on 1 land object by 

the Village Head and how far the village head can be held criminally liable and 

how to protect the community so that such actions are not repeated. 

The method used in writing this thesis is the normative juridical method, which is 

then also supported by a qualitative perspective approach. Normative descriptive 

research that uses secondary data sources, in the form of library materials. The 

data obtained will be analyzed qualitatively by descriptive analysis and 

prescriptive analysis of experts and legal principles and theories. 

In conclusion, it is possible that the Village Head can be held criminally liable on 

the basis of Article 263. Because in the sporadic issuance process, previously the 

village head must issue a history letter on the land based on the village master 

book which states that in the object of the land being applied for there is no other 

person's land title or right. If the village head issues a land history certificate 

without first checking the village master book, then from this it can be seen that 

the village head has bad intentions for the issuance of the sporadic. Then, the 

form of protection is by maximizing the supervisory role of the BPD in the village 

in the issuance of sporadic. 

 

Keywords: Criminal Acts of Mail Forgery, Criminal Liability, Village Head 

Authority. 
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